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BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan air bersih
kepada masyarakat serta mengembangkan pembangunan
perekonomian daerah melalui penyertaan modal daerah, telah
dilakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Bangka Tengah;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis
penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Bangka Tengah, maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun
2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Bangka Tengah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Bangka Tengah perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25
Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah Pada Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun
2008 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 Nomor 177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Menetapkan :

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
TENGAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTA BANGKA TENGAH.



Pasal ]

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun
2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka
Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun
2011 Nomor 1495) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal Daerah
dalam bentuk uang dan barang pada Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Bangka Tengah dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan Daerah.

Besaran nilai nominal penyertaan modal Daerah dalam
bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dalam APBD/Perubahan APBD setelah dibahas
bersama dengan pembahasan Rancangan APBD/Perubahan
APBD.

Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. tanah dan/atau bangunan; dan

b. selain tanah dan/atau bangunan.

Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati.

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 9 september 2014

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto
ERZALDI ROSMAN
Diundangkan di Koba
pada tanggal 9 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto
IBNU SALEH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 201

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.17/2014)



